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ENGEPUNGAN dan
penyerbuan = Gedung
KPK oleh dua kompi
anggota dengan dalih menahan
salah seorang penyidik KPK
yang juga anggota Polri aktif,
Novel Baswedan, terkait de-
ngan kasus penembakan yang
berakhir dengan kematian saat
bertugas di Polda Bengkulu.
Langkah tersebut mengundang
tanya dan marah publik karena
ada kejanggalan dan terkesan
merupakan bagian dari upaya
psikis untuk membawa paksa
anggotanya dari KPK. Namun
demikian, pengerahan anggota
Polri ke Gedung KPK dengan
dalih hendak menangkap ang-
gotanya di KPK harus dilihat
s;bagal bagian dari kemarahan
Polri dalam melihat pola pena-
‘nganan korupsi oleh KPK yang
dianggap tebang pilih, salah
satunya penanganan pada ka-
sus Simulator SIM yang men-
jerat sejumlah anggotanya.
Setidaknya ada tiga alasan
yang membuat Polri melaku-
kan pengepungan dan penyer-
buan ke Gedung KPK, yakni,
pertama, KPK dianggap meng-
gunakan kasus korupsi Simula-
tor SIM untuk membangun
pencitraan semata dan memo-
sisikan Polri berhadap-hadap-
an dengan publik. Situasi terse-
but dianggap makin menyudut-
kan Polri terkait dengan komit-
men pimpinan Polri dalam
memberantas korupsi.
Kedua, ada indikasi KPK in-
gin menghadap-hadapkan Pol-
ri dengan TNI, yakni dengan

langkah KPK untuk menggu-

nakan rumah tahanan militer
‘untuk menahan tersangka ko-
_rupsi. Hal tersebut dianggap
sebagai isyarat untuk menahan
sejumlah perwira Polri dalam

kasus-kasus korupsi. Polri me-

lihat rencana tersebut sebagai
upaya fait acomply KPK untuk
menekan pimpinan Polri. Su-
dah menjadi rahasia umum
apablla Polri, baik secara insti-
tusi maupun personel sungkan
berurusan dengan TNL

Ketiga, Polri beranggapan
bahwa KPK secara institusi
‘tidak memiliki etika yang baik.

dorong pmguatan KPK déngan
mendukung dan mengirim pe-
nyidik terbaik yang dimiliki

Secara institusi, Polri men-

sl i,

Polri untuk KPK. Akan tetapi,
dalam perjalanannya, Polri
menganggap KPK tidak mem-
perhatikan hal tersebut sebagai
suatu koordinasi yang baik. Pe-

narikan sejumlah penyidik oleh

Polri adalah bentuk kekece-
waan Polri atas etika organisasi
yang kurang baik dari KPK.
Salah satu bagian dari komit-
men Polri untuk pemberantas-
an korupsi sebenarnya dapat
dilihat bagaimana dukungan
Polri pada KPK dengan mengi-
rimkan perwira penyidik ter-
baiknya ke KPK sejak kali per-
tama KPK didirikan, sebagai
upaya untuk mengefektifkan

pemberantasan korupsi di In-
donesia. Namun, komitmen itu

terkoreksi karena kekecewaan
Polri pada kinerja KPK yang
lebih sibuk membangun penci-

traan daripada mengerjakan

sejumlah kasus besar seperti

Bank Century dan kasus Wis-

ma Atlet Hambalang.

Bila mundur ke belakang, ke-
bijakan Polri menyerahkan per-
wiranya agar diproses secara
hukum dilakukan saat Kaba-
reskrim era Kapolri Da'i Bach-
tiar, Komisaris Jenderal Suyit-

“no Landung ditahan dan dihu-
kum dalam kasus pembobolan
Bank BNI. Perwira Polri bin-
‘tang tiga tersebut kemudian di-
vonis 1,5 tahun penjara. Saat
Wakapolri era Kapolri Awalu-
din Djamin, Komisaris Jende-
ral Siswadji juga harus meng-
habiskan hari tuanya di penjara
karena terbukti korupsi peng-

~adaan barang di Polri bersama
sejumlah perwira menengah

lainnya.

Sementara itu, yang lainnya
dapat dilihat pada saat Polri
membiarkan proses penangan-
an kasus korupsi di Kedutaan
Besar Malaysia yang melibat-
kan mantan Kapolri, Rusdi-
hardjo yang ketika itu menjadi
Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia. Hal tersebut tentu
berlawanan dengan tradisi di

Polri untuk memberikan per- -

lindungan dan advokasi hukum
bagi mantan kapolri dan ang-
gota keluarga besarnya yang

\pemlmpman Polri yang
“dan kompeten dalam p

tasan korups1 dl mtemalnya
merupakan cerminan dari ke-

 sulit bagi Kapolri saat ini, Tirnir

Pradopo dapat meneruskan

komitmen pendahulunya dalam
. membersihkan internal Polri
korupsi

dari praktik-praktik
apabila yang bersangkutan ter-
sandera oleh kepentingan poli-
tik. Utang politik atas terpilih-

nya menjadi Kapolri adalah ba-

gian dari yang memberatkan

Kapolri untuk dapat membuat.

kebijakan dan menjalamnya,
terutama yang berlawanan de-
ngan kepentingan penguasa.

Dengan demikian, jangan
berharap pula Djoko Susilo dan
sejumlah perwira yang terlibat
dalam praktik korupsi di Polri
akan diserahkan baik-baik ke
KPK untuk dlpl‘OSeS karena hal
tersebut sama saja membong-.
kar aib bagi kepennmpmannya
sendiri di Polri.

Oleh karena itu, apa pun

yang dilakukan oleh pimpinan

Polri harus sinergis dengan apa
yang menjadi agenda penguasa.
Tak mengherankan apabila pa-
‘da kepemimpinan Timur Pra-
dopo, Polri selalu terjebak da-
lam dilemma antara berkomit-
men melayani dan melindung
masyarakat, di mana pember-
antasan korupsi menjadi salah
satu agendanya, dengan mem-
baca dan melayani kepentingan
penguasa. Pada hal inilah se-
sungguhnya kepemimpinan di
Polri harus dilihat seberapa be-
sar perbandingan komitmennya
dalam melayani dan melin-
dungi publik dengan melin-

dungl kepentingan penguasa.

pgﬂ mbenar Polri pada
apa yang dilakukannya pada
KPK sebagaimana penjelasan
di awal bukan menjadi pembe-
nar untuk menolak atau bah-
kan melawan arus besar pem-
‘berantasan korupsi di Indone-
sia. Akan tetapi, harus dilihat
sebagai kerangka untuk mem-
bangun Indonesia yang lebih

~ baik. Langkah kecil tapi berpe-

ngaruh besar pada konteks ter-
sebut adalah salah satunya de-
ngan membiarkan KPK mem-
proses perwira-perwira Polri
yang terlibat dalam kasus Si-
mulator SIM untuk ditahan
dan diproses secara hukum.
Dengan begitu, komitmen Pol-
ri dalam pemberaiﬂhsan ko-
rupsi di Indonwaﬁéak benar-

terlibat perkara kmmnal dan £.in

melihat bahwa konutmen Poln 5

dalam mendukung pemberan-

: rmtmen da]am pemberantasan Y

korupsi di Indonesia. ***




